



Li’an Dalam Perspektif Hukum Islam 
dan Hukum Positif 
 
Oleh: Eka Gifriana 
 
Abstrak  
Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku 
pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun 
tumbuh-tumbuhan. Didalam pernikahan, adakalanya terjadi sebuah 
perselisihan antara suami istri yang dikarenakan oleh kesalahfahaman 
antara keduanya, sehingga akan mengakibatkan sebuah perceraian. 
Salah satu terjadinya perceraian adalah karena suami telah 
melakukan Li’an terhadap istrinya. 
Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut: 1).Apa yang dimaksud dengan li’an menurut Hukum 
Islam dan Hukum Positif?. 2).Bagaimana pelaksanaan li’an menurut 
Hukum Islam dan Hukum Positif?. 3).Bagaimana akibat dari 
terjadinya li’an menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?.  
  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan 
Hukum Islam dan Hukum Positif tentang apa yang dimaksud dengan 
li’an. Untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan li’an menurut 
Hukum Islam dan Hukum Positif. Untuk mengetahui akibat dari 
terjadinya li’an dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.  
  Metode yang digunakan dalam membahas masalah ini adalah 
dengan menggunakan metode penelitian pustaka (library research) 
karena data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan buku 
sebagai sumber datanya. Penulis juga menggunakan UU No.1 tahun 
1974 tentang perkawinan, UU no.7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, KUHPerdata, KUHPidana dan Kompilasi Hukum Islam 
(KHI), dengan menggunakan pendekatan komparatif, yaitu 
membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam 




Hasil dari penelitian ini, li’an menurut Hukum Islam yaitu 
sumpah suami yang menuduh istrinya berzina, sedangkan dia tidak 
mampu mendatangkan empat orang saksi. Dalam KHI pasal 126, 
yaitu li’an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau 
mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari 
istrinya sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran 
tersebut. Adapun pelaksanaan li’an menurut Hukum Islam dan 
Hukum Positif, dinyatakan sah apabila dilaksanakan di Pengadilan 
Agama di depan Hakim. Kemudian akibat terjadinya li’an menurut 
Hukum Islam, yaitu suami istri tersebut akan dipisahkan untuk 
selama-lamanya, dan anak dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada 
ayahnya. Adapun menurut Hukum Positif, Akibat terjadinya li’an 
itu sendiri, menurut KUHPerdata, anak bisa dinasabkan kepada 
ayahnya, jika ibu mengizinkannya. Dalam KUHP, suami istri jika 
salah satu atau keduanya berzina dengan orang lain, maka akan 
dipidana paling lama 9 bulan kurungan. Dalam KHI, bagian keenam 
pasal 162, yang intinya suami yang bercerai melalui li’an, maka akan 
dipisahkan untuk selama-lamanya. 
 
Kata kunci: lian, zina, sumpah 
 
A. Pendahuluan 
1. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan merupakan sunnatullah  yang umum 
dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada 
manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia 
adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT 
sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang 
biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan berasal 
dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya 
membentuk dengan lawan jenis melakukan 




Adapun menurut syara’, nikah adalah akad 
serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan 
tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya 
dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga 
yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.  
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa : “Perkawinan 
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang 
secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata 
nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial 
yang sakral. 
Menurut Syara’ Fuqaha telah banyak 
memberikan definisi. Secara umum diartikan akad 
zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang 
disyariatkan dalam Agama. Tujuan yang tertinggi 
adalah memelihara regenerasi, memelihara gen 
manusia, dan masing-masing suami istri 
mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan 
kasih sayangnya dapat disalurkan.  
Didalam pernikahan, adakalanya terjadi sebuah 
perselisihan antara suami istri yang dikarenakan oleh 
kesalahfahaman antara keduanya, sehingga akan 
mengakibatkan sebuah perceraian. Perceraian ialah 
putus hubungan perkawinan antara suami dengan 









Salah satu terjadinya perceraian adalah karena 
suami menuduh istrinya selingkuh atau menuduh 
istrinya telah berbuat zina dengan orang lain, yaitu 
suami telah melakukan Li’an terhadap istrinya. 
Perkawinan dapat putus karena li’an. Bila istrinya 
melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak itu 
dihukumkan tidak termasuk keturunan suaminya 
Allah SWT telah berfirman dalam surat An-
Nur ayat 6-9 : 
                    
                    
                      
                    
                     
                       
    
Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya 
(berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi 
selain dari mereka sendiri, maka kesaksian masing-
masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan 
(nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang 
yang berkata benar. Dan sumpah yang kelima bahwa 
laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk 
orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari 
hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) 
Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk 




bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika 
dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar”. 
(QS. An-Nur 6-9). 
 
Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
menjelaskan li’an sebagai berikut : 
1. Pasal 125 KHI, li’an menyebabkan putusnya 
perkawinan antara suami istri untuk selama-
lamanya. 
2. Pasal 126 KHI, li’an terjadi karena suami 
menuduh istri berbuat zina dan atau 
mengingkari anak dalam kandungan atau yang 
sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak 
tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. 
Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 
1974 tentang perkawinan, BAB IX , menjelaskan 
tentang li’an secara global yang tercantum dalam 
pasal 44, yaitu sebagai berikut : 
a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak 
yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat 
membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan 
anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut. 
b. Pengadilan memberikan keputusan tentang 
sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang 
berkepentingan. 
 
2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai 
berikut: 
1. Apa yang dimaksud dengan li’an menurut 
Hukum Islam dan Hukum Positif? 
2. Bagaimana pelaksanaan li’an menurut hukum 
Islam dan hukum positif? 
3. Bagaimana akibat dari terjadinya li’an menurut 





3. Tujuan Penelitian 
Dari latar belakang dan perumusan masalah 
yang telah dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa 
tujuan umum dari penulisan ini adalah sebagai berikut 
: 
1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan 
li’an menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. 
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan 
li’an menurut hukum Islam dan hukum positif. 
3. Untuk mengetahui akibat li’an menurut hukum 
Islam dan hukum positif. 
 
4. Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini yaitu penelitian ini 
dalam bentuk studi pustaka tentang permasalahan 




Sistematika penelitian ini antara lain terdiri dari 
Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, 
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, ruang lingkup 
penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian 
dijelaskan dalam teori yang berisi penjelasan tentang 
li’an secara luas dalam perspektif hukum Islam dan 
hukum Positif. Kemudian pembahasan selanjutnya 
yaitu membahas metodologi penelitian yang 
mengmukakan langkah-langkah dalam penelitian ini. 
Kemudian hasil dari penelitian ini menjelaskan hasil 
dari studi pustaka, yaitu membandingkan antara 
hukum Islam dengan Hukum Positif dalam 
permasalahan li’an. Selanjutnya penutup, yang 
didalamnya berisikan tentang kesimpulan dari hasil 




agar dapat menjadi penelitian yang sempurna di masa 
yang akan datang. 
 
B. Telaah Pustaka 
1. Pengertian Li’an 
Menurut istilah hukum Islam, li’an ialah 
sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia 
menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali 
kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar 
dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah 
kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia 
bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta 
dalam tuduhannya itu. Dasar hukum pengaturan 
li’an bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina 
ialah firman Allah surat An-Nur ayat 6-7. Seorang 
suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa 
mendatangkan empat orang saksi, maka suami 
diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima 
kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia 
menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. 
Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman 
zina kalau mau bersumpah seperti suami di atas 
empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan 
bersedia mendapat laknat Allah bila tuduhan suami 
itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah li’an. 
Jika suami menuduh istrinya berzina tapi ia tidak 
mengakuinya dan suami tidak pula mau mencabut 
tuduhannya itu, maka Allah mengharuskan mereka 
mengadakan li’an. 
Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 
tentang perkawinan, BAB IX , menjelaskan tentang 
li’an secara global yang tercantum dalam pasal 44, 
yaitu sebagai berikut : 
a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak 




membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan 
anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut. 
b. Pengadilan memberikan keputusan tentang 
sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang 
berkepentingan. 
Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 
tentang Peradilan Agama, menjelaskan tentang li’an 
secara umum, yang tercantum dalam pasal 87 dan 
pasal 88 sebagai berikut: 
Pasal 87: 
1. Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan 
atas alasan salah satu pihak melakukan zina, 
sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat 
melengkapi bukti-bukti dan termohon atau 
tergugat menyanggah alasan tersebut, dan 
Hakim berpendapat bahwa permohonan atau 
gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali 
serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin 
lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat 
maupun dari termohon atau tergugat, maka 
Hakim karena jabatannya dapat menyuruh 
pemohon atau penggugat untuk bersumpah. 
2. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan 
pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan 
cara yang sama. 
Pasal 88: 
1. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud 
dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, 
maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan 
dengan cara li’an. 
2. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud 
dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka 





Dalam KHI pasal 126, menyebutkan bahwa 
li’an terjadi karena suami menuduh istrinya berbuat 
zina dan atau mengingkari anak dalam 
kandungannya atau yang sudah lahir dari istrinya 
sedangkan istri menolak tuduhan dan atau 
pengingkaran tersebut. 
 
2. Dasar Hukum Li’an 
Adapun dasar hukum sumpah suami menuduh 
istrinya berzina (li’an) terdapat dalam Al-Qur’an dan 
As-Sunnah, yaitu : 
1. Al-Qur’an. 
                     
                    
                      
                   
                   
                       
                   
               
Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh istri 
mereka, padahal tidak ada bagi mereka saksi-saksi 
selain diri mereka sendiri, maka persaksian salah 
seorang mereka ialah empat kesaksian dengan nama 




yang benar. Dan yang kelima bahwa laknat Allah 
atasnya, jika dia termasuk para pembohong. Dan 
dihindarkan darinya hukuman dengan bersaksi 
dengan empat kali kesaksian dengan nama Allah 
sesungguhnya dia benar-benar termasuk orang-orang 
pembohong, dan yang kelima bahwa murka Allah 
atasnya jika dia termasuk orang-orang yang benar. 
Dan andaikata tidak ada karunia Allah atas diri 
kamu dan Rahmat-Nya dan Allah adalah Maha 
Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana” (QS. An-
Nur : 6-10) 
 
2. As-Sunnah 
ُهَماَقالَ  تَ َعاَل  للاُ  ُعَمَرَرِضيَ  اْبنِ  َعنِ   للاِ  ََيَرُسْولَ  فَ َقالَ  ُفََلنٌ  َسَألَ :  َعن ْ
 َتَكلَّمَ  َتَكلَّمَ  ِإنْ  َيْصَنُع؟ َفاِحَشٍةَكْيفَ  َعَلى َلْوَوَجَدَاَحُدََناْمرَأَتَوُ  اَنْ  اَرَأَْيتَ 
ْبوُ  فَ َلم,  ذِلكَ  ِمْثلِ  َعَلى َسَكتَ  َسَكتَ  َوِانْ  ْمرٍَعِظْيمٍ بَِ  اَكانَ ,  ُيُِ  فَ َلمَّ
 للاُ  فَأَنْ َزلَ . بِوِ  َقِدابْ ُتِلْيتُ  َعْنوُ  َسأَْلُتكَ  الَِّذى ِإنَّ :  فَ َقالَ  اَََتهُ  بَ ْعَذذِلكَ 
ْوِر، ِف  ْاآلََيتِ  َرهُ ّوذَ  َوَوَعظَوُ  َعَلْيوِ  فَ َتََلُىنَّ  ُسْوَرِةالن ُّ  َعَذابَ  َأنَّ  َوَأْخبَ َرهُ  كَّ
نْ َياَأْىَونُ   َماَكَذْبتُ  ِبْلَْقِّ  بَ َعَثكَ  َوالَِّذى. لَ  قَالَ . ْاآلِخَرةِ  َعَذابِ  ِمنْ  الدُّ
َها،  ِإنَّوُ  ِبْلَْقِّ  بَ َعَثكَ  َوالَِّذى. لَ  قَاَلتْ  َدَعاَىافَ َوَعَظَهاَكَذِلَك، ُثَّ  َعَلي ْ
 ُثَّ :  ِبْلَمْرأَةِ  ثَ ّنَّ  ُثَّ  ِبهلِل، َشَهاَداتٍ  أَْرَبعَ  َفَشِهدَ  ُجلِ ِبلرَّ  فَ َبَدأَ  َلَكاِذبٌ 
نَ ُهَما فَ رَّقَ      (مسلم رواه. )بَ ي ْ
Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, si 
Fulan bertanya, katanya: “ya Rasulullah, 
sebagaimana pendapat engkau apabila seseorang 
diantara kami mendapatkan istrinya dalam 
perbuatan mesum, apa yang harus ia 
lakukan?”.“Kalau harus berbicara, maka ini 
adalah perkara yang besar, dan kalau diam saja, 
maka dia diam dalam perkara yang besar pula”. 




menghadap, lalu berkata: “Sesungguhnya yang saya 
tanyakan pada tuan itu sungguh saya sendiri telah 
kena coba dengan perkara itu”. Maka turunlah 
beberapa ayat dalam surat Nur. Kemudian beliau 
membacakannya, dan menasihatinya, dan 
memberitahukan bahwa siksa dunia adalah lebih 
ringan daripada siksa akhirat. Orang itu berkata: 
Tidak, demi yang mengutus engkau dengan 
kebenaran, saya tidak berdusta tentang istri saya 
itu”. Kemudian Rasulullah SAW memanggil istri si 
Fulan itu, dan beliau menasihatinya pula seperti 
nasihat kepada suaminya. Ia berkata: Tidak, demi 
yang mengutus tuan dengan kebenaran, sesungguhnya 
suami saya itu adalah dusta”. Kemudian beliau 
mulai pada laki-laki itu, lalu ia di suruh sumpah 
atas nama Allah empat kali, kemudian pada 
perempuan itu, lalu beliau menceraikan mereka itu”. 
(Diriwayatkan oleh Muslim) 
3. Rukun dan Syarat Li’an 
Rukun pertama yaitu suami. Ditinjau dari segi 
suami itu adalah orang yang bersumpah untuk 
menegakkan kesaksian dan dari segi ia adalah orang 
yang menuduh orang lain berbuat zina yang untuk 
itu patut dikenai sanksi fitnah berbuat zina atau 
qazaf, maka suami itu harus memenuhi syarat sebagai 
berikut: 
1. Ia adalah seorang yang sudah dikenai beban 
hukum atau mukallaf, yaitu telah dewasa, sehat 
akalnya, dan berbuat dengan kesadaran sendiri. 
Bila suami itu belum dewasa, atau tidak sehat 
akalnya atau dalam keadaan terpaksa, maka 
sumpah yang disumpahkannya tidak sah dan bila 
dia menfitnah pun tidak dikenai sanksi qazaf, 





2. Suami itu adalah muslim, adil, dan tidak pernah 
dihukum karena qazaf. Ini adalah persyaratan 
yang dikemukakan oleh sebagian ulama 
diantaranya : Al-Zuhriy, Al-Tsawry, al-Awza’iy, 
Ulama ahlu ra’yi (Hanafiyah) dan satu riwayat 
dari Imam Ahmad, sedangkan Ulama lain 
diantaranya Imam Malik, Ishaq, al-Hasan, Said 
bin al-Musayyab dan Imam Ahmad dalam satu 
riwayat tidak mensyaratkan demikian, dengan 
arti li’an dapat dilakukan oleh orang yang tidak 
Islam dan tidak memenuhi syarat adil. (Ibnu 
Qudamah: 51). 
3. Suami tidak mampu mendatangkan saksi empat 
orang untuk membuktikan tuduhan zina yang 
dilemparkannya kepada istrinya. Bila seandainya 
suami mempunyai bukti yang lengkap tidak 
boleh menempuh li’an karena li’an itu adalah 
sebagai pengganti tuduhan yang dapat 
dibuktikan. 
Rukun yang kedua yaitu istri. Adapun syarat 
istri yang harus terpenuhi untuk sahnya li’an yang 
diucapkan suaminya adalah sebagai berikut: 
1. Ia adalah istri yang masih terkait tali perkawinan 
dengan suaminya. Karena li’an itu hanya berlaku 
diantara suami istri dan tidak berlaku untuk yang 
lain. 
2. Ia adalah seorang mukallaf dalam arti sudah 
dewasa, sehat akal, dan berbuat dengan penuh 
kesadaran. Syarat ini ditetapkan karena istri pun 
akan melakukan li’an balik sebagai bantahan 
terhadap apa yang disampaikan oleh suaminya.  
3. Ia adalah seorang yang muhsan, yaitu bersih dari 
kemungkinan sifat-sifat yang tercela yang 
menyebabkan dia pantas untuk dituduh berzina. 




muhsan suami yang menuduhnya tidak berhak 
dikenai had qazaf atau ta’zir dan oleh karenanya 
dia perlu melakukan li’an. 
Adapun syarat li’an yaitu: 
1. Sumpah suami sebanyak lima kali, harus 
bersambung terus, tidak boleh terputus agak 
lama.  
2. Atas perintah hakim Pengadilan Agama atau 
wakilnya, sama dengan sumpah dalam kasus 
sengketa lain, karena li’an itu lebih banyak 
dihukumkan sumpah, meskipun kadang-kadang 
diartikan juga kesaksian (pembuktian). 
3. Hakim mengajari kalimat-kalimatnya kepada 
suami-istri yang berli’an. 
4. Li’an suami menurut ijma’ didahulukan dari li’an 
istri. Para Ulama ikhtilaf tentang hukum 
mendahulukan li’an suami itu. 
 
4. Cara Pelaksanaan Li’an 
 Asy Syafi’i rahimahullah berkata : “LI’AN itu 
ialah bahwa imam berkata kepada suami : 
“Katakanlah saya naik saksi dengan nama Allah 
bahwa saya ini adalah dari orang-orang yang benar 
mengenai apa yang saya tuduh kepada istriku si 
Fulanah binti Fulan mengenai perbuatan zina, lalu dia 
mengisyaratkan kepada wanita itu kalau wanita itu 
hadir. Kemudian dia mengulang lagi lalu dia 
mengucapkannya hingga sempurna yang demikian 
itu empat kali.  
Dan apabila telah selesai empat kali, maka  
Imam(Hakim) menghentikannya dan mengingatkan 
laki-laki itu kepada Allah Ta’ala dan Imam berkata : 
“Saya takut jika kamu tidak benar, engkau ditimpa 
laknat Allah, kalau Imam itu melihat laki-laki itu mau 




memerintahkan seseorang untuk meletakkan 
tangannya pada mulut laki-laki itu dan berkata : 
“Bahwa ucapanmu atasku laknat Allah, jika saya dari 
orang yang berdusta itu mewajibkan kalau engkau 
berdusta”, jika laki-laki itu enggan (untuk 
meneruskan ucapannya) maka dia meninggalkannya. 
Dan Imam berkata : “Katakan atasku laknat Allah 
lah jika saya berdusta mengenai yang saya tuduh si 
Fulanah dari perbuatan zina. 
 Dalam KHI, hal ini diatur dalam pasal 127 
yang pada intinya menyatakan bahwa : 
a. Suami bersumpah empat kali dengan kata 
tuduhan zina dan atau pengingkaran anak 
tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata 
“laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan 
atau pengingkaran tersebut dusta”. 
b. Istri menolak tuduhan dan/atau pengingkaran 
tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata 
“tuduhan dan atau pengingkaran tersebut “tidak 
benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata 
“murka Allah atas dirinya (istri) bila tuduhan 
dan/atau pengingkaran tersebut benar”. 
c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut 
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. 
d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan 
tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi 
li’an. 
5. Akibat Hukum Li’an 
Sebagai akibat dari sumpah li’an yang 
berdampak pada suami istri, yaitu li’an menimbulkan 
pula perubahan pada ketentuan hukum yang 
mestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak (suami 





a. Gugur had atas istri sebagai had zina. 
b. Wajib had atas istri sebagai had zina. 
c. Suami istri bercerai untuk selama-lamanya. 
d. Diterapkan berdasarkan pengakuan suami, 
bahwa dia tidak mencampuri istrinya. 
e. Bila ada anak, tidak dapat diakui oleh suami 
sebagai anaknya. 
Perceraian akibat li’an berlaku untuk selama-
lamanya. Suami-istri yang berli’an tidak boleh kawin 
lagi untuk seumur hidup. Dalil nya antara lain hadits 
riwayat Ad-Darulquthni dari Ibnu Abbas, Nabi SAW 
bersabda : 
 .أََبًدا ِإَذاتَ َفرَّقَاَلَُيَْتِمَعانِ  اَْلُمَتََلِعَنانِ 
Artinya : “Dua orang yang berli’an apabila bercerai, 
tidak dapat berhimpun lagi untuk selama-lamanya.”  
ثَ َنا  َعنْ  ِشَهابٍ  اْبنِ  َعنِ  يُ ْوُنسُ  َأْىبَ َرِن  َوْىبٍ  اْبنُ  ثَ  َحدَّ :  َصاِلحٍ  نُ بْ  َاْْحَدُ  َحدَّ
اِعِديِّ  َسْعدِ  ْبنِ  َسْهلِ   للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسْولِ  ِعْندَ  لَِعانَ ُهَما َحَضْرتُ :  قَالَ  السَّ
 َخَرَجتْ  ُثَّ :  ِفْيوِ  قَالَ  اْلَِْدْيَث، َوَساقَ  َسَنًة، َعْشَرةَ  ََخْسَ  اْبنُ  واَنَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ 
وِ  ِإَل  يُْدَعى اْلَوَلدُ  َفَكانَ  َحاِمًَل،  (ابوداود رواه) أُمِّ
Artinya: “Ahmad bin Shalih menyampaikan kepada 
kami dari Wahb, dari Yunus yang mengabarkan dari 
Ibnu Syihab bahwa Sahl bin Sa’d as-Sa’idi berkata, 
“Aku menghadiri sumpah (li’an) mereka berdua di 
hadapan Rasulullah SAW. Saat itu umurku lima belas 
tahun”. Lalu dia menyebutkan Hadits tersebut. Dia 
berkata, “Kemudian istrinya keluar dari rumah 
suaminya dalam keadaan hamil dan anaknya 
dinisbahkan kepada ibunya”. (HR. Abu Dawud). 
  Menurut Kompilasi Hukum Islam, bagian 
keenam pasal 162, “Bilamana li’an terjadi maka 




anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, 
sedang suami terbebas dari kewajiban memberi 
nafkah”. 
  Didalam Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (KHUPerdata) menyebutkan: 
 Pasal 280 KUHPerdata: 
 Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap 
seorang anak luar kawin, timbullah hubungan 
perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. 
 Pasal 281 KUHPerdata: 
 Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, 
apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan 
dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu 
perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan 
tiap-tiap akta otentik. Penggakuan yang demikian 
dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh 
pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register 
kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan 
ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran. Jika 
pengakuan ini dilakukan dengan akta otentik lain, 
maka masing-masing yang berkepentingan berhak 
menuntut pencatatan pengakuan itu dalam jihat akta 
kelahiran si anak. Namun bagaimana tak bolehlah 
semua kelalaian mencatatkan pengakuan itu 
dipersalahkan kepada anak yang diakui, untuk 
mempertengkarkan kedudukan yang diperolehnya. 
 Pasal 284 KUHPerdata: 
 Suatu pengakuan terhadap seorang anak luar 
kawin, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu, 




dipersamakan dengan itu, tak akan diterima, jika si 
ibu tidak menyetujuinya. 
Didalam KUHPerdata, pada pasal 280, 281 
dan pasal 284 di atas, menjelaskan bahwa jika anak 
li’an lahir, maka timbullah hubungan perdata antara 
anak, bapak dan ibunya. Pengakuan ini harus di catat 
dalam bukti akta kelahiran yang di buat oleh pegawai 
pencatatan sipil. Kemudian, menurut pasal 284, 
bahwa anak li’an dapat menjadi hubungan nasabnya 
dengan bapaknya, jika sang ibunya mengizinkannya, 
jika sang ibu tidak mengizinkannya, maka anak tetap 
di nasabkan kepada ibunya.  
 
C. Metodologi Penelitian 
 Untuk memahami dan memudahkan pembahasan 
masalah yang  ada serta mencapai tujuan penelitian, maka 
diperlukan bagi seorang penulis untuk menggunakan 
suatu metode dalam suatu penelitian yaitu sebagai 
berikut : 
1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini dengan teknik kepustakaan (library 
research) yaitu suatu penelitian hukum yang 
didasarkan menghimpun data yang berasal dari 
sumber-sumber tertulis seperti buku dan bahan-
bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan 
proposal ini dan media elektronik seperti internet 
yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti 
yaitu li’an dalam perspektif hukum Islam dan hukum 
positif. 
2. Tehnik pengolahan data. 
 Setelah data yang diperlukan terkumpul, 
kemudian penulis mengelola kembali melalui 




hukum positif. Setelah data terkumpul, kemudian 
penulis mengolah data tersebut sebagai berikut : 
a. Kualitatif  
1. Data dari hasil penelitian kualitatif berbentuk 
naratif. 
2. Penelitian ini bersifat deduktif yaitu menyajikan 
data-data yang bersifat umum yang kemudian 
ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.  
b. Komparatif 
 Yaitu membandingkan antara Hukum Islam 
dengan Hukum Positif untuk memperoleh 
kesimpulan yang lebih tepat dan kuat 
argumentasinya. 
3. Analisis data. 
Analisis data yang dilakukan dengan cara 
deduktif, yaitu menggunakan data yang sifatnya 
umum kemudian diolah dan dibuat kesimpulan yang 
bersifat khusus. 
4. Teknik Penulisan. 
Teknik penulisan skripsi ini berpedmoan kepada : 
a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana 
Hasanuddin Banten.  
b. Penulisan ayat Al-Qur’an berpedoman kepada Al-
Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh 
Departemen Agama Republik Indonesia. 
 
D. Hasil Pembahasan 
1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Li’an 
Menurut Hukum Islam, li’an yaitu: suami 
bersumpah empat kali apabila menuduh istrinya 
berzina, bahwa ia termasuk orang-orang yang benar. 
Pada kali yang kelima dikatakannya bahwa laknat 
Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang 




(mendustakan keterangan suami), bahwa ia (suami) 
termasuk orang-orang pendusta. Pada kali yang kelima 
dikatakannya bahwa kemurkaan Allah atasnya, jika dia 
(suami) termasuk orang-orang yang benar. Jika ada 
anak yang tidak diakuinya sebagai anak kandung, 
maka suami menyatakan bahwa anak yang dilahirkan 
istrinya atau “anak ini” adalah anak zina, bukan 
anakku”. Dan istri menyatakan “saya bersumpah 
(bersaksi) kepada Allah, sesungguhnya ia (suami) 
termasuk orang-orang pendusta tentang tuduhannya 
kepadaku, bahwa aku telah berzina. Pada kali yang 
kelima dikatakannya bahwa kemurkaan Allah atasnya 
jika dia (suami) termasuk orang-orang yang benar”. 
Hukum li’an menurut Abdul Ghafur Anshori, 
bagi suami yang yakin atau berat dugaannya akan 
kebenaran tuduhannya adalah mubah atau boleh. 
Namun, bila suami tidak kuat dugaannya atas 
kebenaran tuduhannya, maka hukum li’an baginya 
adalah haram. Adapun tujuan dari dibolehkannya li’an 
tersebut adalah untuk memberikan kemudahan 
kepada suami yang yakin akan kebenaran tuduhan 
zina yang dilakukannya, sedangkan dia secara hukum 
formal tidak dapat berbuat apa-apa dalam 
membuktikan kebenarannya. 
Syaikh Hasan Ayub menjelaskan bahwa 
masalah li’an adalah masalah seorang muslim yang 
menemukan istrinya sedang berbuat zina dengan laki-
laki lain, sedangkan ia tidak punya empat saksi yang 
bersaksi atas apa yang dilihatnya. Apabila ia bicara, 
maka ia dianggap menuduh zina, sedangkan ia tidak 
punya saksi-saksi, sehingga ia dihukum dera 80 kali 
sebagai had tuduhan zina. Apabila ia mencerainya, 
maka istri dan keluarganya akan melemparinya dengan 
kata-kata tajam, serta menuntutnya dengan nafkah 




menurunkan ayat-ayat li’an sebagai rahmat bagi para 
hamba-Nya. Intisari tragedi ini adalah, apabila seorang 
laki-laki memastikan istrinya berzina dalam kondisi 
sebagai istrinya, maka ia dapat mengadukan perkara 
itu kepada hakim. Lalu hakim mengirim surat kepada 
perempuan tersebut agar hadir, kemudian hakim 
menasihati mereka dengan nasihat yang sesuai dengan 
menganjurkan taubat serta kembali kepada Allah 
SWT. Pengadilan di waktu li’an ini, seyogyanya 
mengingatkan perempuannya dan menasehatinya, 
seperti telah tersebut dalam hadits yang diriwayatkan 
oleh Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Majah, dan disahkan 
oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Katanya: 
َاِاْمرَأَةٍ  ُهمْ  لَْيسَ  َمنْ  قَ ْومٍ  َعلىَ  اَْدَخَلتْ  أُّيُّ  َوَلنْ  ، َشئٍ  ِف  للاِ  ِمنَ  فَ َلْيَستْ  ِمن ْ
َا اجلَنَّةَ  للاُ  َيدَخَلَها  ِمْنوُ  للاُ  ِاْحَتَجبَ  اِلَْيوِ  يَ ْنظُرُ  َوُىوَ  َوَلَدهُ  َحدَ جَ  َرُجلٍ  َواُّيُّ
ِلْيَ  ُرُؤْوسِ  َعَلى َوَفَضَحوُ   َواأَلِخرِْينَ  اأَلوَّ
Artinya:“Siapapun perempuan yang memasukan laki-
laki yang bukan muhrimnya, maka Allah tidak akan 
menjaganya sama sekali, dan Allah tidak akan 
memasukkannya ke Surga. Dan siapaun laki-laki 
yang menyangkal anaknya, padahal ia melihatnya, 
maka Allah akan menjauhkan daripadanya dan 
menjelekkannya di mata orang-orang dahulu dan 
kemudian”. 
 
Apabila masing-masing bersikukuh pada 
sikapnya, yang laki-laki tetap menuduh istrinya 
berzina, dan istri tetap menyangkal telah berzina, 
maka hakim dapat memerintahkan mereka untuk  
melakukan li’an. Apabila terjadi sumpah li’an antara 
suami istri maka putuslah hubungan perkawinan 





2. Pandangan Hukum Positif terhadap Li’an 
Li’an merupakan acara khusus di Pengadilan 
Agama yang diatur dalam pasal-pasal 43, 70, 101, 
125, 126, 127, 128, 155, 162, dan 163 KHI, pasal 87 
dan 88 UU Peradilan Agama. Li’an merupakan cara 
penyelesaian lain dalam perkara cerai talak dengan 
alasan istri berbuat zina, yang tidak dapat 
diselesaikan dengan prosedur ikrar talak biasa (pasal 
88 ayat (1) UU-PA). 
Dalam Undang-undang RI nomor 1 tahun 
1974, menjelaskan tentang li’an secara umum yang 
tercantum dalam pasal 44 BAB IX, yang berbunyi 
sebagai berikut: 
1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak 
yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat 
membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan 
anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. 
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang 
sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang 
berkepentingan. 
Li’an dapat terjadi apabila: 
a. Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya 
dengan alasan berbuat zina tetapi tidak dapat 
menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang 
mengetahui perbuatan tersebut, sedang istri 
menyangkal tuduhan tersebut, atau 
b. Seorang suami yang mengingkari anak dalam 
kandungan atau yang dilahirkan oleh istrinya, 
sedangkan istri menolak pengingkaran tersebut 
(pasal 102 dan 126 KHI). 
Dalam li’an si istri diberi kesempatan untuk 
bersumpah agar dapat terhindar dari hukuman. 
Kesempatan bersumpah tersebut ditegaskan pula 
dalam pasal 87 ayat (2) UU RI nomor 7 tahun 1989 




(tergugat) mengangkat sumpah sebanyak lima kali. 
Sebanyak empat kali mengucapkan bahwa suaminya 
telah berdusta. Kemudian sumpah kelima 
mengucapkan bahwa kemurkaan Allah akan 
menimpa dirinya, apabila yang di tuduhkan oleh 
suaminya ternyata benar. Walaupun si istri telah 
terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman 
namun hubungan perkawinan tetap terputus karena 
ada li’an. 
Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam 
menyebutkan, “Seorang suami yang mengingkari 
sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat 
meneguhkan pengingkarannya dengan li’an”. Pasal 
125, “li’an menyebabkan putusnya perkawinan antara 
suami istri untuk selama-lamanya”. Dalam pasal 126 
menyebutkan, “li’an terjadi karena suami menuduh 
istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam 
kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, 
sedangkan istri menolak tuduhan dan atau 
pengingkaran tersebut”. Pasal 127 tata cara li’an 
diatur sebagai berikut: 
a. Suami bersumpah empat kali dengan kata 
tuduhan zina dan atau pengingkaran anak 
tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata 
“laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan 
atau pengingkaran tersebut dusta”. 
b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran 
tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata 
“tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak 
benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata 
murka Allah atas dirinya bila “tuduhan dan atau 
pengingkaran tersebut benar”. 
c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut 




d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan 
tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi 
li’an. 
Pasal 128, “li’an hanya sah apabila dilakukan 
dihadapan sidang Pengadilan Agama”. 
Didalam Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (KHUPerdata) menyebutkan: 
 Pasal 280 KUHPerdata: 
 Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap 
seorang anak luar kawin, timbullah hubungan 
perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. 
Pasal 281 KUHPerdata: 
 Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, 
apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan 
dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu 
perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan 
tiap-tiap akta otentik. Penggakuan yang demikian 
dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh 
pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register 
kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan 
ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran. Jika 
pengakuan ini dilakukan dengan akta otentik lain, 
maka masing-masing yang berkepentingan berhak 
menuntut pencatatan pengakuan itu dalam jihat akta 
kelahiran si anak. Namun bagaimana tak bolehlah 
semua kelalaian mencatatkan pengakuan itu 
dipersalahkan kepada anak yang diakui, untuk 
mempertengkarkan kedudukan yang diperolehnya. 
Pasal 284 KUHPerdata: 
 Suatu pengakuan terhadap seorang anak luar 




termasuk golongan Indonesia atau golongan yang 
dipersamakan dengan itu, tak akan diterima, jika si 
ibu tidak menyetujuinya. 
 Li’an itu sendiri dalam KUHP menjelaskan 
lebih kepada perzinahannya. Dalam pasal 284 
KUHP pada intinya menjelaskan bahwa perzinahan 
yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau 
keduanya terikat oleh perkawinan, dan dilakukan 
oleh istri atau suami yang berzina dengan dasar suka 
sama suka, maka dalam hal ini mereka yang 
melakukan kasus tesebut akan dikenakan pidana 
penjara paling lama sembilan bulan. 
3. Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan 
Hukum Positif Terhadap Li’an 
a. Persamaan li’an menurut hukum Islam dan 
hukum Positif 
1. Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, 
li’an adalah suatu sumpah seorang suami yang 
telah menuduh istrinya telah berzina dengan 
orang lain. Suami bersumpah sebanyak empat 
kali, bahwa istrinya benar-benar telah 
melakukan perbuatan zina, kemudian suami 
bersumpah kembali untuk yang kelima kalinya, 
bahwa dia siap menerima laknat Allah SWT, 
jika pernyataan suami salah telah menuduh 
istrinya berzina. 
2. Li’an dilakukan di Pengadilan Agama. Apabila 
dilakukan selain diPengadilan Agama, maka 
sumpah li’an tersebut tidak sah. 
3. Akibat hukum li’an ini, mereka akan 
dipisahkan atau putuslah perkawinan mereka 





b. Perbedaan li’an menurut hukum Islam dan 
hukum Positif 
1. Setelah terjadi perceraian karena li’an, menurut 
hukum Islam, jika ada anak yang dilahirkan 
oleh istri yang dicerai karena li’an, maka anak 
tersebut di nasabkan kepada ibunya, bukan 
kepada bapaknya. Sedangkan dalam Hukum 
Positif, yaitu dalam KUHPerdata pada pasal 
280, 281 dan pasal 284 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata), menjelaskan 
bahwa yang pada intinya : “Pengakuan 
terhadap anak zina (li’an), maka timbul nasab 
antara anak, ayah dan ibu. Pengakuan terhadap 
anak zina (li’an) itu dilakukan dalam pencatatan 
akta kelahiran yang dibuat oleh pegawai catatan 
sipil dan dibukukan dalam register kelahiran 
menurut hari penanggalannya. Kemudian, anak 
zina (li’an) ini, bisa menjadi nasab kepada 
ayahnya, jika seorang ayah menginginkan nasab 
anak kepadanya dan seorang ibu 
mengizinkannya. Jika seorang ibu tidak 
mengizinkannya, maka anak tersebut tetap 
dinasabkan kepada ibunya.  
2. Akibat dari li’an ini yaitu suami istri haram 
untuk menikah kembali untuk selama-lamanya, 
menurut Hukum Islam dasar keharamannya 
yaitu dalam Hadits riwayat Ad-Darulquthni 
dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw bersabda: 
  أََبًدا َلَُيَْتِمَعانِ  تَ َفرََّقا ِإَذا ََلِعَنانِ اْلُمتَ 
Artinya: “Dua orang yang berli’an apabila 
bercerai, tidak berhimpun lagi untuk selama-
lamanya”. 
 
 Sedangkan dalam Hukum Positif, yaitu 




dan pasal 162. Pasal 125 menjelaskan, “li’an 
menyebabkan putusnya perkawinan antara 
suami istri untuk selama-lamanya”. Pasal 162 
menjelaskan, “bilamana li’an terjadi maka 
perkawinan itu putus untuk selama-lamanya 
dan yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, 
sedang suami terbebas dari kewajiban memberi 
nafkah”. 
3. Menurut KUHP, dalam pasal 284, pada intinya 
menjelaskan bahwa seorang laki-laki atau 
perempuan, salah satu atau keduanya terikat 
perkawinan, kemudian suami atau istri berzina 
dengan orang lain, maka dia (pelaku zina) 





Dari hasil pembahasan tersebut, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Li’an menurut Hukum Islam dan hukum Positif 
yaitu sumpah seorang suami terhadap istrinya 
bahwa istrinya telah berzina, akan tetapi suami 
tidak bisa mendatangkan saksi-saksi yang kuat. 
Oleh karena itu suami harus bersumpah sebanyak 
empat kali, dan yang kelima kalinya berisi 
penegasan bahwa suami siap menerima laknat 
Allah jika tuduhannya terhadap istri itu dusta 
(tidak benar). 
2. Cara pelaksanaan li’an, menurut hukum Islam, 
yaitu suami bersumpah sebanyak lima kali. Empat 
kali sumpah berisi bahwa dia (suami) telah melihat 
bahwa istrinya berbuat zina. Dan isi sumpah ke 
lima yaitu menegaskan bahwa dia (suami) siap 




hukum positif dalam pasal 77 ayat (1) dan pasal 
88 ayat (1) UU RI nomor 7 tahun 1989 tentang 
peradilan Agama, yaitu apabila suami tidak 
mendatangkan saksi, maka Hakim 
memerintahkannya untuk bersumpah lima kali, 
yaitu dengan sumpah li’an. 
3. Akibat terjadinya li’an, menurut Hukum Islam, 
bagi suami yang menuduh istrinya berzina tanpa 
mendatangkan empat orang saksi,  maka suami 
istri tersebut telah bercerai, dan haram bagi 
mereka rujuk kembali dan mereka akan 
dipisahkan untuk selama-lamanya, dan jika ada 
anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada 
ibunya, bukan kepada ayahnya. Adapun menurut 
Hukum Positif, akibat terjadinya li’an itu sendiri 
dijelaskan dalam pasal 280, 281 dan 284 
KUHPerdata, menjelaskan bahwa pengakuan 
terhadap anak zina (li’an), maka timbul nasab 
antara anak, ibu dan ayahnya. Pengakuan terhadap 
anak zina (li’an) itu dilakukan dalam pencatatan 
akta kelahiran yang dibuat oleh pegawai catatan 
sipil. Kemudian anak zina atau anak li’an itu bisa 
menjadi nasab kepada ayahnya jika seorang ibu 
mengizinkannya. Dalam KUHP, pasal 284, pada 
intinya menjelaskan bahwa laki-laki atau 
perempuan yang terikat perkawinan, lalu salah 
satu atau keduanya berzina dengan orang lain, 
maka dapat dipidana kurungan paling lama 
sembilan bulan.  Kemudian dalam Kompilasi 
Hukum Islam, bagian keenam pasal 162, yang 
intinya menjelaskan bahwa suami istri yang 








Kepada para hakim atau aparatur pemerintah yang 
ada di lingkungan Pengadilan Agama, dalam hal ini 
berkewajiban untuk menyelesaikan masalah antara suami 
istri, harus lebih serius lagi dalam menyelesaikan perkara 
perceraian dikalangan masyarakat, khususnya perkara 
perceraian melalui jalan li’an. 
Kemudian bagi suami dan istri, harus lebih menjaga 
lagi keharmonisan keluarganya, jangan sampai ada sedikit 
masalah langsung melakukan jalur perceraian, apalagi 
perceraian tersebut melaui jalan li’an, karena akibatnya 
sangat fatal, suami istri yang melakukan li’an tersebut 
haram menikah kembali untuk selama-lamanya, dan jika 
ada anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya 
bukan kepada bapaknya. 
 
Eka Gifriana, S.H.,  Alumni Fakultas Syariah UIN Sultan 
Maulana Hasanuddin Banten 
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